
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito
Kuala Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 tidak
sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu dilakukan
perubahan;

BUPATIBARITOKUALA,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PERUBAHANATASPERATURANBUPATIBARITOKUALA
NOMOR8 TAHUN2021 TENTANGTAMBAHANPENGHASILAN

PEGAWAIAPARATURSIPILNEGARA
DI LINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENBARITOKUALA

TAHUN2021

TENTANG

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 31 TAHUN2021

BUPATI BAR ITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

_,



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

9. Peraturan Pemerintah 30 tahun 2019 ten tang Penilaian
Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ten tang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);



Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 8 tahun
2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan pada pasal 3 ayat 2 ditambah 2 huruf, yakni huruf f dan huruf

g, sehingga berbunyi sebagai berikut;
f. PNS dan PPPKyang mendapat cuti tahunan, cuti alasan penting, dan

cuti melahirkan tidak dilakukan pemotongan TPP dari segi komponen
produktifitas maupun disiplin kerja.

PASALI

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHANATAS
PERATURANBUPATIBARITOKUALANOMOR 8 TAHUN
2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILANPEGAWAI
APARATURSIPIL NEGARADI LINGKUNGANPEMERINTAH
KABUPATENBARITOKUALA

Menetapkan .

MEMUTUSKAN:

17.Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016
Nomor34).

16.Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor33);

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji Dan
Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
Yang Bekerja Pada Instansi Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahu 2021 Nomor53);

14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi
Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 ten tang
Pedoman Evaluasi Jabatan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);



S DAERAH
TO KUALA,

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 28 Juni 2021

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito
Kuala.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggall Juli 2021.

PASAL2

g. PNS dan PPPK yang menjalani cuti diluar tanggungan negara dan cuti
besar akan dilakukan pemotongan TPP dari komponen produktifitas
kerja, sedangkan komponen disiplin kerja tidak dilakukan pemotongan.

2. Ketentuan pada pasal3 ayat (3)huruf f dan k dihapus.
3. Ketentuan pada pasal 11 ditambah 1 ayat, yakni ayat 7, sehingga berbunyi

sebagai berikut :
(7) Pegawai yang menjabat Pelaksana Tugas (PIt)atau Pelaksana Harian

(Plh) pada suatu jabatan, kemudian dijadikan sebagai pejabat
definitifnya pada jabatan tersebut dalam kurun waktu satu bulan
penuh, maka pegawai tersebut mendapat TPP jabatan definitive
selama 1bulan.

4. Kalimat pada pasal 13 ayat (8) yang berbunyi Rekomendasi PNS yang
terlambat menyampaikan LHKPNdan LHKASNsebagaimana dimaksud
pada ayat (7) dibuat oleh Bagian Hukum dan Bapegdiklat dan
ditandatangani oleh Asisten Bidang Pemerintahan diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut :
(8) Rekomendasi PNSyang terlambat menyampaikan LHKPNdan LHKASN

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuat oleh Inspektorat dan
ditandatangani oleh Inspektur.


